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TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas

dalam rangka mengatur pengelolaan di bidang pertambangan mineral

agar lebih terarah, terpadu dan menyeluruh serta berkelanjutan,

dengan mengikut sertakan masyarakat setempat yang bertujuan agar

pengelolaan pertambangan mineral dilakukan secara tertib, berdaya

guna dan berhasil guna serta berwawasan lingkungan agar dapat

dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat;

b. bahwa usaha pertambangan bahan galian golongan C yang diatur

dengan Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2001 tentang

Pertambangan Bahan Galian Golongan C dipandang sudah tidak

sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan pembangunan sehingga

perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian dan

penyempurnaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam

huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Wajo tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan

Mineral

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1960 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor : 2013);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor :

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2918);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 167,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3888) Jo

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang



Perubahan Atas undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor : 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor : 4401)

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor: 53 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

:4959 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan

Pengawasan Keselamatan Kerja di pertambangan umum

(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah / Kabupaten / Kota ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3838);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah

Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 28,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5142 );

16. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 28 Tahun

2009 tentang Penyelenggaraan Usaha jasa Pertambangan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341)

17. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 34 Tahun

2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan

batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);

18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun

2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral

dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

463);

19. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten wajo Nomor 16 Tahun

2006, perubahan ke tiga Peraturan Daerah nomr 9 tahun 1998

tentang Bangunan

20. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun

2002 Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan;

21. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun

2002 Tentang Pengelolaan Limbah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten

Wajo;

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2011

tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
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Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

DAN BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA

PERTAMBANGAN MINERAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wajo;

2. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah

beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Wajo;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pertambangan Dan Energi

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wajo

7. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pertambangan mineral Kabupaten Wajo;

8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Pengelolaan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum,

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang ;

10. Mineral adalah senyawa anorganik ynag terbentuk dialam, yang memiliki sifat fisik dan

kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan,

baik dalam bentuk lepas atau padu;

11. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau

batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas Bumi serta Air Tanah;

12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau

batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan

penjualan serta pascatambang;



13. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk

melaksanakan usaha pertambangan;

14. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan

penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan ;

15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan

IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;

16. Izin Pertambangan Rakyat , yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk

melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas

wilayah dan investasi terbatas;

17. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi

geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;

18. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi

secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan

sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan

lingkungan hidup;

19. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh

informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan

ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis mengenai dampak

lingkungan serta perencanaan pascatambang;

20. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi

mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya;

21. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan

mutu mineral dan / atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral

ikutan ;

22. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari

daerah pertambangan dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat

penyerahan;

23. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan

mineral;

24. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang

didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

25. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha

pertambangan;

26. Analisis Mengenai dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian

mengenai dampak penting status usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan;


